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ABSTRAK
Masalah lalu lintas merupakan masalah yang dihadapi oleh negara-negara yang
maju dan juga negara-negara berkembang seperti Indonesia. Namun, di Indonesia,
rmasalahan yang sering dijumpai pada masa sekarang menjadi lebih parah dan
lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya, baik mencakup kecelakaan, kemacetan dan
lalu lintas.pidana korupsi besifat eksklusif dan

polusi udara serta pelanggaran
sistemik yang sangat erat dengan kekuasaan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penclitian
hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang bukan hanya
menginventarisir bahan-bahan primer dalam wujud perundang-undangan, untuk
kemudian mengorganisasikannya dalam suatu koleksi yang memudahkannya dalam
penelusuran kembali, penelitian hukum normatif juga mengkoleksi bahan-bahan

hukum sekunder.
Hasil pembahasan didapat bahwa faktor-faktor pelanggaran pasal 293 ayat (2)
92 Tahun 2009 adalah faktor masyarakat yang terdiri atas
dan faktor ketidakdisiplinan

Undang-Undang Nomor
faktor kctidakpahaman/ketidakmhuan masyarakat
masyarakat serta faktor lemahnya penjatuhan sanksi oleh penegak hukum, faktor

biaya operasional. 5 :
Rekomendasi  kepada Kepolisian diharapkan
' langgaran lalu lintas dan a

kinerjanya dalam menangani pe L :
kualitas dan kuantitas personil petugas Polisi Lalu-Lintas agar dala
pelanggaran lalu liantas tidak menemui kendala dan berjalan sesuai yang

Kata kunci : Pelanggaran, Lalu Lintas, Kepolisian

agar lebih meningkatkan
gar lebih memperhatikan
dalam penanggulangan
diharapkan.
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Berdasarkan pada yra;
4 Uraian bab-pap .
sebelumpy,
Ya maka didan. i
o Naka didapa kesimpulan sebagai
Faktor pelanggaran Pasal 293 Ayat (2
Ava ) |

f”dﬂng—undang Nomor 22 Tahun 2009

tentang Lalu Lintas 4.
S dan Angkytan Jalan yang menyeb '
e & yebabkan masih banyak
l a » a1 -
pe dara g Menaal atau melakykan pelanggaran tentang kewajiban

menyalakan lampuy ada sj :
PU utama pada siang hari adalah perlama faktor masyarakat

yaitu ketidakpahaman / ketidaktahuan

masyarakat, kedua faktor

masyarakat dan ketidakdisiplinan

lemahnya penjatuhan sanksi oleh penegak hukum dan ketiga

faktor biaya operasional.

Upaya penanggulangan pelanggaran Pasal 293 Ayat (2) Undang-Undang Nomor

22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu:

a. Sanksi Berupa Kewajiban untuk Hadir di Persidangan
Kebanyakan orang pasti enggan untuk hadir di persidangan dan lebih memilih
membayar denda. [Untuk menghindari keengganan itu, memungkinkan
pengendara agar lebih menjaga ketertiban dan keamanan dalam berlalu lintas.

k ketentuan hukum yang semakin dapal mengurangi penycbab
Banya
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b Pemenintah hars merindak byt

petugan pelugas yang lidak menerapksn

hkum pidene dengan henar sy petugas  yang menyclesakan  masalah
pelanggaran lalu lintas di tempat dalam «ata lan jadur ~damal”™

¢ Pendidikan bagi pengemudi ‘ekolan pengemudi merupakan suaty lembaga
vang bertujuan untuk mengahasilkan pengemudi pengendara bermmotor cakap
dan terampil dalam mencegah kecelakaan maupun pelanggaran lalu Jintas

d. Menambah/melengkapi dan memperbaik) whagian atau selurih ramburambu
lalu lintas yang ada dyjalan.

¢. Pengawasan Melalui CCTV

B. Saran-saran
I, Perlunya dilakukan kegiatan sosialisasi yang bersifal men
w-ﬁmmmmﬁm rasionalitas dan
ond peaiagips o
mengikuti dan menjalankan setiap peraturan yang ada di dalam Undang-

yeluruh dan
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